POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan
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Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
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penyelenggaraan KLHS Provinsi

Air Laut (IKAL)
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Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
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1.F

2. P

pelaksanaan
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Meningkatnya pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
iji -an dan/atau kerusakan lingkungan hidup
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Lingkungan Hidup
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Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan
berkelanjutan

IK:
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
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Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
IK:
1. Indeks Kualitas Udara (IKU)
2. Indeks Kualitas Air (IKA)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
IK:
Persentase RTH (%)

Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3)

IK:
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1 usaha dan/: kegiatan
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Meningkatnya kapasitas Masyarakat
Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal
dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
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Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan
IK:
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
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1. Indeks Kualitas Udara (IKU) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan 1
- -
2. Indeks Kualitas Air (IKA) ¢ ak”:‘th‘be' :
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) U 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 1
4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) / 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
T , 3. Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori I
U4 PD 1
V4 4. P ingk d Asli Daerah (PAD) 1
keta/kasus tindak pidana V4 dari Laboratorium Linekungan
lingkungan hidup i tata kelola per l N l
K IK: 4
Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Lingkungan Hidup (%)
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Meningkatnya Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
IK:
IK:
1. Persentase penerapan sanks_l administrasi yang_dll'(enakan ke penanggung jawab 1. Persentase penanganan timbulan sampah
usaha/kegiatan yang tidak taat yang menjadi kewenangan Provinsi )
2.p yang di . juti dibanding total 2. Persentase pengurangan timbulan sampah
LD
|
) L] L] 1 ) T L] L] L] L] L] T 1

Terlaksananya

penerapan sanksi Terlaksananya

Terlaksananya rencana Tersusunnya laporan

< ) pengelolaan 2lye
administrasi yang Koordinasi dan pemantauan,
dikenakan ke Terlaksananya penanganan i isasi pembinaan, verifikasi Terlaksananya
5 Pengembangan pengaduan litaci Sinkronisasi 14
penanggung jawab Terlaksananya . N Fasilitasi TPA/TPST Penyediaan Prasarana T Kebiiak. dan pengawasan atas Koordinasi, sinkronisasi
usaha/kegiatan yang penvelesaian sengketa Kapasitas SDM bidang permasalahan Regional yang Tersedianya Sarana ersusunnya Kebijakan penerapan Rencana, dan perantauan
v e Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Terlaksananya dan Sarana dan Strategi Daerah P

tidak taat yang lingkungan hidup yang beroperasi dan Penanganan Sampah di dan Prasarana Kebijakan dan Teknis Tersedianya sarana pelaksanaan

Lingkungan Hidup Perusakan Lingkungan Pemrosesan Akhir di Penanganan Sampah di Pengelolaan Sampah Terlaksananya dan prasarana

menjadi kewenangan ditangani yang menjadi " N = TPA/TPST Regional terpelihara dengan TPA/TPST Regional pengelolaan Sampah pengelolaan sampah di
Provinsi Kewenangan Provinsi K: Hidup tingkat Provinsi A/ M egiona baik AT M 8 TPA/TPST Regional Provinsi Regional pengeLt:;;rr!‘;ﬁmpah pengelolaan slampah kabupaten/kota
IK: : . : X IK: K regiona
IK: B Jumlah SDM yan; IK: ) IK: IK: IK:
* ditingka(k:n ¢ Jumlah pengaduan Jumlah Sampah dan ilitasi Jumlah Dokumen Hasil Jumlah dokumen K Ik
Jumlah penerapan Jumlah sengketa : Residu yang Terproses Jumlah Faslllfasl Koordinasi dan Jumlah Sarana dan " . Jumlah laporan Jumlah dokumen hasil
an peferapal . ; kapasitasnya dalam permasalahan TPA/TPST R | kebijakan dan strategi Jumlah sampah Jumlah sarana dan inasi. sinkronisasi
sanksi administratif lingkungan hidup yang N . akhir di TPA/TPST egiona Sinkronisasi Prasarana Penanganan pemantauan " . koordinasi, sinkronisasi
" " o e bidang Penyelesaian Pencemaran dan id h di daerah i ifikasi regional yang dikelola prasarana pengelolaan
yang dikenakan ditangani yang menjadi . . Regional yang Beroperasi dan Penyediaan Prasarana sampah di TPA/TPST - verifikasi > dan pemantauan
e Sengketa Lingkungan Perusakan Lingkungan 8 Terpelihara d Regional sampah provinsi yang d sampah regional
kepada g Provinsi N o b - N 2 erpelihara dengan dan Sarana egional N o lan pengawasan atas pelaksanaan
. > Hidup ditindaklanjuti/ Hidup tingkat Provinsi baik disusun dan ditetapkan R N
jawab usaha/kegiatan ditangani ang dikelola al Penanganan Sampah di penerapan Rencana, pengelolaan sampah di
yang tidak taat dan & d?tingaklan'uti/ TPA/TPST Regional Kebijakan dan Teknis kabupaten/kota
menjadi kewenangan di L yang Dilaksanakan pengelolaan Sampah
Provinsi itangani Regional
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Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel
IK:
1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3. Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD
4. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan

r— N
Meningkatnya kualitas
pendayagunaan
Meningkatnya Meningkat laboratorium lingkungan
Penyediaan Jasa b E"";_gh atnya K:
" - emeliharaan :
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya . Meningkatnya Penunjang B Milik Daerah 3
Kualitas Kualitas Evaluasi Kualitas Meningkatnya Pengadaan Barang Urusan arang Milik Daera 1. Persentase penerimaan
Weringatnya Penganggaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Jenataan Kualitas Pelayanan Milik Daerah Pemerintahan Penunjang Ur"USE" Pendapatan Asli Daerah
Perencansan IK: Perangkat Pelayanan Administrasi Barang Administrasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Daerah Pemerintahan sektor uji laboratorium
o Tingkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah Daerah Kepegawaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemerintah Daerah i Daerah lingkungan
: o « K P;rznskhﬂ Perangkat Daerah K: Ks IK: K:
indeks/ : : acral : : :
Persentase efisensi K Ik Persentase layanan Administrasi Persent; Persentase e e
v P S Persentase layanan adm : persentase . V: ienuni ersentase penyediaan Jasa Persentase perencanaan pengelolaan
perencanaan program/kegiat tindak lanjut keuangan yang difasilitasi Persentase ersentase layanan Umumyang dipenuhi penyelesaian " Pemeliharaan laboratorium, pelatihan
an/sub atas evaluasi penataan administrasi pengadaan BMD Penunjang ,, N . h
R administrasi i : Barang Milik Daerah bagi personil laboratorium,
g
kegiatan o kepegawaian Penunjang Urusan Urusan Penunjang U dan penambahan alat-alat
Pemerintah Daerah Pemerintahan enunjang Urusan ;
Daerah yang Pemerintahan laboratorium
dipenuhi Daerah terpenuhi 3. Persentase penyusunan
laporan pengujian di
laboratorium lingkungan
——— ——N—— _ — e —— ] —_— S——’
Tersedianya Tersedianya Tertaksn
eraksananya
Tersedianya erseciony perencanaan
Tersedianya Jasa Tersdan: bengelolaan
Dokumen || || Tersedianya v Tersedianya . I Telskararys ] Isboratorium,
X a Koordinast eraksananya Biayo v fatthan bagi
| s . v | o | B _ e | b | | b | oo | I |
0 Laporan Hasil erlaksananys inistrasi enguiion Penyusunan Tanggapan erlaksananya || || dan pelatihan instalasi Bacaan dan aan Rapat ersedianya b o Jasa dan Pajak ik doms erlaksanan any engelo taboratorium, || | Terlaksananya.
ol |t | feset e | | resoazma erztz || i | | s | | e | s || T deind | e | e | L | e | s | f— S| | S e | JCEE | RCe | EEC | E ) el | TSR ) it | 2 e
Perencanaan Penyusunan Kinerja Tunjangan Tugas ASN Keuangan SKPD. Keusngan dan Tindak. Barang Milk Seserts pengolahan Berdasarkan Penerangan | | Peralatan dan ok Berbasis Kendaraan Feralatan antoratay ¥ Depa Al oyane Perorangan ‘Gedung ke pentahan pengiand!
Perangkat Dokumen Dokumen perangkat SKPD AkhirTahun Lanjut Aibut Administrasi Tugas dan Bangunan || || Perlengkapan Undangan SKPD ‘Arsp Dinamis || || Elelcronik Dinas e Kantor Dinas atau gt nPeralatan | || Kantordan alatalat tingkungan
Daerah RKA-SKPD DPASKPD. Daeroh - IK: K " 56D Pemeriksaan Daerebods | ) ceiengiopan epegawaian Fangs, o antor “I':” . * « pada SKPD pada SKPD sabatan M‘*K“' Lainnya Lainnya st Ik " Kendaraan opersiont || || Sonesm | ‘smgunan | sborsorm | sratum o
. K ¢ Jumlah N . K " . < 3 e g 3 i« *: Jumlah y Dinas Jabat innva Lainnya d X
IK: 3 iK " - Jumlah Jumlah Dokumen I3 ®: K ik " Jumiah Jumish Jumlah Jumlah 1 Jumlah umtat unit| W sumtah unid K Lapon Jumlah « st Lapngan " . : K2 Jumlah
Jumlah Jumlah sumiah Jumiah Laporan Jumla Orang g Dokumen Dokumen osil Jumiah Jumiah Jumlah taporan | || Jumizh Paket Jumish Jumiah Jumlah Paket Palet Paket Dokumen Laporan Jumiah Jumlah Kendaraan ket Peralatan v Jumiah Loporan IK: Jumlah pengujian
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